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KAPASITAS MAKSIMAL KEMBALI 50 PERSEN

Sektor Perhotelan Berharap Kepedulian Pemerintah

YOGYA (KR) - Sesuai aturan PPKM
level 3 yang diterapkan di DIY, maka
berbagai pembatasan kembali diber-
lakukan. Salah satunya perhotelan
yang hanya diperbolehkan menyedia-
kan kamar dengan kapasitas maksimal
50 persen. Perhimpunan Hotel dan
Restoran Indonesia (PHRI) Yogyakarta
pun berharap ada kepedulian dari pe-
merintah karena dipastikan anggota-
nya bakal kembali terpukul.

“Restoran juga kembali 50 persen.
Kita sebetulnya galau dengan keadaan
seperti ini. Tapi kita langsung turuti
apa yang diatur pemerintah, tapi kita
juga memohon adanya insentif,” tandas
Ketua PHRI Yogyakarta Deddy Prana-
wa Eryono, Rabu (9/2).

Insentif tersebut tidak harus berwu-
jud bantuan dana segar guna mendu-
kung operasional industri pariwisata,
melainkan bisa berupa keringanan atas
kewajiban yang harus ditunaikan. Di an-
taranya pembebasan pajak seperti Pajak

pembebasan biaya berbagai perizinan.

Deddy mengaku, banyak kalangan
perhotelan yang kini harus memper-
panjang izin Sertifikat Laik Fungsi
(SLF) karena telah habis masa
berlakunya. Proses pembaruan izin
SLF, imbuhnya, cukup memberatkan
karena menguras dana yang tidak sedi-
kit. “Bisa Rp 5 juta hingga Rp 50 juta,
tergantung dari keluasan hotel dan
jumlah kamarnya. Biaya itu memang
dari pihak ketiga tapi menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari proses per-
izinan,” urainya.

Begitu pula dengan kewajiban PBB
karena sejak tahun lalu diberlakukan
tarif baru yang lebih tinggi. Pada akhir
tahun lalu kalangan perhotelan sudah
berupaya melunasi berbagai tung-
gakan. Akan tetapi saat sekarang da-
lam proses bangkit, namun kembali
diberlakukan pembatasan. Tidak sedi-
kit calon konsumen yang melakukan
penundaan sewa kamar serta memba-

operasional hotel pun cukup besar. Jika
hanya bisa mengoperasikan maksimal
50 persen dari kapasitas, pendapatan

‘yang diperoleh tidak akan mampu

mengkover kebutuhan. “Intinya untuk
mengakhiri ini memang butuh
bersama-sama. Kita sudah mengikuti
aturan pemerintah, dan harapannya
pemerintah juga bisa mengabulkan ke-
inginan dari PHRI,” katanya.
Dikhawatirkan, pemberlakuan PP-
KM level 3 tanpa diimbangi dengan
pemberian insentif bagi industri pari- -
wisata, maka ketimpangan ekonomi
berpotensi kembali terjadi. Apalagi pa-
da tahun 2020 lalu sejumlah perhotelan
juga memilih tidak beroperasi. Pasal-
nya selain pembatasan jumlah kamar
yang bisa disewakan; okupansi pada
hari biasa dan akhir pekan juga me-
rosot tajam. Khusus pada akhir pekan
yang biasanya mencapai 90 persen dari
total 70 persen kapasitas, kini paling
tinggi hanya 40 persen dari kapasitas

Bumi dan Bangunan (PBB) maupun talkan kunjungan. Sementara biaya 50 persen. (Dhi)-f
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